
NOMOR41

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

PERATURAN BUPAT1MAJALENGKA

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

TAHUN 2019

DAFTAR KEWENANGANDESA BERDASARKAN HAKASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKALBERSKALA DESA 01 KABUPATENMAJALENGKA

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA,

BUPAT1MAJALENGKA,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nemer 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nemer
6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nemer 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nemer 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nemer 6 Tahun 2014 ten tang Desa, Pasal 21 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 44 Tahun 2016
ten tang Kewenangan Desa, serta Pasal 23 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nemer 2
Tahun 2015 ten tang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nemer 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nemer 2 Tahun 20 I 5 ten tang Desa,
perlu disusun daftar kewenangan Desa berdasarkan
hak asal-usul dan kewenangan lekal berskala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a serta sebagai upaya untuk
mewujudkan pengembangan etenemi Desa dan
peningkatan pelayanan serta pemberdayaan
masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Oaftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal UsuI dan Kewenangan Lekal Berskala Desa di
Kabupaten Majalengka.

Mengingat: 2



Mengingat

2

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ten tang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana te1ah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri 3
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8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor III Tahun
2014 ten tang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN
DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 01 KABUPATEN
MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penye1enggara

pernerintahan daerah yang rnemirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang rnenjadi kewenangan daerah otonorn.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pernerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah.
5. Kecarnatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipirnpin

oleh Carnat.
6. Camat atau sebutan lain adalah pimpinan dan koordintor Penye1enggaraan

Pernerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalarn pelaksanaan tugasnya
rnernperoleh pelirnpahan kewenangan pernerintahan dari Bupati untuk
rnenangani sebagian urusan otonomi daerah, dan rnenyelenggarakan tugas
urnurn Pernerintahan.

7. Desa adalah kesatuan rnasyarakat yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk rnengatur dan mengurus urusan pernerintahan,
kepentingan rnasyarakat seternpat berdasarkan prakarsa rnasyarakat, hak
asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sis tern pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

9. Pernerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan dan
kepentingan masyarakat seternpat dalam sis tern pernerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pernerintah Desa yang rnempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rurnah tangga Desanya dan
rnelaksanakan tugas Pemerintah dan Pernerintahan Daerah.

11. Kewenangan 4
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11. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa rneliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pernerintahan Desa, pelaksanaan
Pernbangunan Desa, Pernbinaan Kernasyarakatan Desa, Pernberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa rnasyarakat, hak asal usul dan
adat istiadat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan
Mendesak Desa.

12. Kewenangan Hak Asal Usul adalah hak yang rnerupakan warisan yang
rnasih hidu p dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai
dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

13. Kewenangan Lokal Bersakala Desa adalah kewenangan untuk mengatur
dan rnengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh
Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul
karen a perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Asset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya
yang sah.

16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya
rnerupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
rnusyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati
hal yang bersifat strategis.

18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

19. Pernbangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rnasyarakat Desa.

20. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan Desa.

21. Pernbangunan partisipatif adalah suatu sistern pengelolaan pernbangunan
di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan guna rnewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan
keadilan sosial.

22. Lernbagaj organisasi kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh
rnasyarakat sesuai dengan kebutuhan dan rnerupakan mitra Pernerintah
Desa dalam memberdayakan masyarakat.

23. Pelayanan Dasar Desa adalah pelayanan yang mengutamakan peningkatan
Indeks Pembangunan Masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan
pendapatan masyarakat.

24. Tanah DesajKas Desa adalah tanah yang dikuasai danjatau dimiliki oleh
Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa
danjatau untuk kepentingan urnum.

25. Tanah Bengkok adalah tanah hak milik Desa yang diperuntukan bagi
tambahan penghasilan aparatur Desa atau pembangunan Desa.

26. Tanah 5
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26. Tanah titisara adalah tanah milik Oesa yang diperuntukan
penyelenggaraan pembangunan pemerintahan Oesa.

27. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua
sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan
tujuan tertentu.

BAB II
RUANGLINGKUP

Pasal2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :
a. Kewenangan Oesa berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Oesa;
c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Oesa;
d. Pembinaan pengawasan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kewenangan

Oesa;
e. Pembiayaan;
f. Pungutan Oesa;
g. Ketentuan peralihan;dan
h. Ketentuan penutup.

BAB III
KEWENANGANDESA BERDASARKANHAKASALUSUL

Pasal3

(1) Kewenangan Oesa berdasarkan hak asal usul, antara lain:
a. Sistem organisasi masyarakat adat;
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. Pengelolaan tanah kas Oesa; dan
e. Pengembangan peran masyarakat Oesa.

(2) Oaftar Kewenangan Oesa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan
inventarisasi yaitu pengembangan dan pelestarian adat, budaya dan
kesenian Oesa.

(3) Kewenangan berdasarkan hak asal usul Oesa hasil identifikasi dan
inventarisasi meliputi :
a. penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak

perdata;
b. pembinaan ketentraman dan ketertiban Oesa;
c. penataan kepemilikan hak atas tanah di Desa;
d. pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat;
e. pengelolaan kekayaan dan aset Desa;
f. pengelolaan adat istiadat dan seni budaya masyarakat Desa setempat;
g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; dan
h. pembinaan upaya kesehatan tradisional.

BAB IV 6
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BABIV
KEWENANGANLOKALBERSKALADESA

Pasal4

(1) Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
a. penge101aantambatan perahu;
b. pengelolaan pasar Desa;
c. pengelolaan tempat pemandian umum;
d. pengelolaan jaringan irigasi;
e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan
terpadu;

g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan be1ajar;
h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
i. pengelolaan embung Desa;
j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

(2) Kewenangan lokal berskala Desa hasil identif:tkasidan inventarisasi antara
lain:
a. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
b. pengelolaan data dan informasi Desa;
c. pembinaan Tenaga KeIja Desa;
d. pengelolaan BUMDes;
e. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
f. pengelolaan kesehatan berskala Desa;
g. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)dan TKmilik Desa;
h. dukungan pendidikan bagi siswa miskin Desa yang tidak masuk dalam

program-program pemerintah;
i. pengelolaan energi baru dan terbarukan, serta teknologi tepat guna

Desa;
j. penge10laanperikanan, petemakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
k. pengembangan ekonomi lokal Desa:
1. pembangunan dan pemeliharaan lingkungan hidup berskala desa;
m. pengelolaan lumbung pangan Desa;
n. pengelolaan padang gembala;
o. pengelolaan wisata milik Desa;
p. mitigasi Bencana Skala Desa;
q. pengelolaan hutan Desa;
r. penge10laan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat;
s. pengelolaan persampahan Desa;
t. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok

masyarakat Desa;
u. perlindungan Sosial berskala DESA;
v. penge10laan Sarana Air Bersih dan Sanitasi berskala Desa;

BABV 7
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BABV
MEKANISMEPENYELENGGARAANKEWENANGANDESA

BERDASARKANHAKASALUSULDANKEWENANGANLOKALBERSKALA
DESA

Pasal5

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada pemerintah Desa dan
BPD;

(2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah desa
untuk memilih dan menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-
usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Bupati ini.

(3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Berita Acara.

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar
penyusunan rancangan Peraturan Desa.

(5) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada
Lampiran Peraturan Bupati ini.

(6) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVI
PEMBINAAN,PENGAWASAN,EVALUASIDANPELAPORANPELAKSANAAN

KEWENANGANDESA

Pasal6

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penataan kewenangan Desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui :
a. fasilitasi dan koordinasi;
b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa; dan

c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

(1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa
kepada Bupati melalui Camat.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis
dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai
kebutuhan.

(3)Hasil 8
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(3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh
Bupati untuk melakukan evaluasi.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar
penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan
kewenangan Desa.

BABVII
PEMBIAYAAN

Pasal8

(1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan Desa dibebankan pada
APBD Kabupaten danfatau sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada APBDesa
dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BABVIII
PUNGUTAN

Pasal9

(1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan
asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan
perundang- undangan.

(2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Peraturan Desa.

BABIX
KETENTUANPERALlHAN

Pasal10

(1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang
telah ada dan sudah dilaksnakaan oleh Desa wajib menyesuaikan dan
berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

(2) RPJMDes yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini
wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 Januari 2020.

(3) RKPDes yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini
tetap berlaku sampai dengan berakhinya mas a berlaku RKPDes.

BABX 9
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BABX
KETENTUANPENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal ar esember 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 20 esember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

~yt;-
AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALABAGIANHUKUM
SEKRETARIATDAERAH KABUPATENMAJALENGKA,

GUN GUN MOCHAMADDHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003
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PERATURANBUPAT1MAJALENGKA
Nomor 41 Tahun 2019
Tanggal: 20 Desember 2019
Tentang: DAFTARKEWENANGANDESA BERDASARKAN

HAK ASAL USUL DAN KEWENANGANLOKAL
BERSKALA DESA 01 KABUPATEN
MAJALENGKA.

FORMATBERITAACARA
KOP NASKAHD1NAS
PEMER1NTAHANDESA

BERITAACARAMUSYAWARAHDESA
TENTANG

HAS1LMEM1LIHDAFTARKEWENANGANBERDASARKANHAKASALUSUL
DANKEWENANGANLOKALBERSKALADESA

Pada hari ini tanggal Bulan .
Tahun , bertempat di Balai Desa .
telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap kewenangan desa
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten
Majalengka yang dapat dilaksanakan di Desa .
berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun
................. Tentang Oaftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Majalengka, dengan kegiatan
sebagai berikut :

a. Materi Rapat
Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa
dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Majalengka
berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun
................. tentang Oaftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Majalengka dengan
mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

b. Keputusan Rapat
Rindan Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala des a untuk Desa , adalah sebagai
berikut:
KEWENANGANDESA BERDASARKANHAKASALUSUL DESA DAN
KEWENANGANLOKALBERSKALADESA 01 DESA .

KECAMATAN KABUPATENMAJALENGKA

A. Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul, meliputi :
1 ,
2 ;
3. Dst.. .

B. Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi :
1 ,
2 ;
3. Dst .

c. Penutup 11
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c. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah
Desa dan BPD Desa terhadap kesiapan
desa dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan
hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di kabupaten
Majalengka yang pengaturannya diserahkan kepada Desa .
kecamatan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan
Anggota BPD di Desa............................ sebanyak orang,
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan
Keputusan BPD sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah
Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala
Desa .

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya .

.................... , 20 .

Ketua BPD .

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

Kepala Desa .

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

~-------

AHMADSODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALABAGIANHUKUM
SEKRETARIATDAERAHKABUPATENMAJALENGKA,

GUNGUNMOCHAMADDHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003
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